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PERA?URAN DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN
NOMOR 3 TAHUN 2OL2

TE,NTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 03 ?AHUN 2OO8
TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAROLANGUN,

Menimbang .' a- bahwa untuk melakukan penataan kembali terhadap lembaga
teknis daera_h 9"1* rangka mewujudkan organisasi perangki.t
kerja yang ideal secara teoritis dan konseptual dipandang perlu
untuk melakukan perubahan terhadap peraturan traeratr
Nomor o3 Tahun 2oo8 tentang susunan organisasi dan Tata
Kerja Dinas Daerah Kabupaten Sarolangun;

b. bahwa berdasarkan ketentuan pasal z ayat {U peraturan
Pemerintah Nomor 41 Tahun 2oor tentang organisasi perangkat
daerah, pembentukan organisasi perangkat daerah ditetapkan
dengan Peraturan Daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan peraturan
Daerah tentang Perubahan Kedua Atas perafuran Daerah Nomor
o3 Tahun 2oog tentang susunarr organisasi dan Tata Kerja
Dinas Daerah;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (61 Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

2. undang-undang Nomor 54 Tahun Lg99 tentang pembentukan
Kabupaten sarolangun, Kabtrpaten Tebo, Kabupaten Muaro
Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur {Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun lggg Nomor lgz, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903),
sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 14
Tahun 2ooo tentang Perubahan Atas undang-uodang Nomor s4
Tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Sarolangun,
Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten
Targ'ung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun Zaoa Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 39691;

3. undang-undang Nomor 32 Tahun 2oo4 tentang pemerintahan
Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2ao4
Nomor 125, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4437| sebagaimana telah beberapa tali diuuah terakhir
dengan undang-undang Nomor Lz rahun 20og tentang
Perubahan Kedua Atas undang-undang Nomor 32 Tahun zoa4tentang Pemerintahan Daerah {Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor s9, Tambahan Leribara, N.g*"
Republik Jndonesia Nomor a$aa);



Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2O0T tentang
organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2ao7 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4741\.,

Peraturan Daerah Kabupaten sarolangun Nomor 03 Tahun
2008 tentang susunan organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah
Kabupaten Sarolangun {Lembaran Daerah Kabupaten
Sarolangun Tahun 2OO8 Nomor O3) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor OZ
Tahun 2OAg tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah
Kabupaten sarolanagun Nomor o3 Talrr"rn 2oog tentang sraeunan
organisasi dan Tata, Keda Dinas Daerah Kabupaten sarolangun
(Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2OO9 Nomor
o4;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKIId.N RAKYAT DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN

dan

BUPATI SAROLANGUN

MEMUTUSKAN:

MCNCTAPKAN : PERAfURANT DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS
PERATURAN DAERAH NOMOR 03 TAHUN 2OO8 TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH,

4.

5.

Pasal I
Beberapa ketentuan dalam peraturan Daerah Kabupaten
saroiarrgun Nomor oJ ?alrun zooS tentang susunan organisasi
dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Sarolangun pJmbaran
Daerah Kabupaten sarolangun Tahun 20og Nomor 0s)
sebagaimana telah diubah dengan peraturan Daerah Kabupaten
sarolangun Nsmor 07 Tahun zoog tentang perubahan Atas
Peraturan Daerah Kabupaten sarolangun Nomor o3 Tahun 2o0gtentaag susunan organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah
Kabupaten sarolangun (Lembaran Daerah Kabupaten sarolangun
Tahun 2AOg Nomor O7) diubah sebagai berikut:

1- Ketentuan Pasal 1o diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1O

untuk melaksanakan Tbgas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 9, Dinas sosial, Tenaga Keqa dan Transmigrasi Kabupaten
Sarolangun menyelenggarakan fungsi:
a. Perumusan kebijakan teknis dibidang sosial, Tenaga Kerja

dan Transmigrasi;
b. Penyeien ggaraan urusan pemenntahan dan pelayanan

umum dibidang sosial, tenaga kerja dan transmigrasi;"c' Pelaksanaan gs*: rdy yans diberi oleh eu!"ti sesuaidengan fugas dan fungsinya.

2, Ketentuan pasal 1r diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :



Pasal 11

(1) susunan organisasi Dinas sosial, Tenaga Kerja dan
Transmigrasi Kabupaten Sarolangun terdiri dari:
a. Kepala Dinas;

b. Sekretariat Terdiri dari:
1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
2. Sub Bagian Keuangan; dan
3. Sub Bagian Perencanaan,

c. Bidang Bina Kesejahteraan Sosial terdiri dari:
1. seksi Pembinaan Fakir Miskin dan Komunitas Adat

Terpencil;
2. seksi Bimbingan., PenyuluhanKesejahteraan Sosial dan

Karang Taruna; dan
3. seksi Penanganan Kepahiawanan dan Taman Makam

Pak',Lawarr.

d. Bidang Pelayanan, Rehabilitasi Bantuan dan Dana sosiai
terdiri dari:
1. seksi Pelayanan dan periindungan Anak dan Jaminan

Sosial:
2. Seksi Rehabilitasi Sosial; dan
3. Seksi Bantuan dan Jaminan Sosial.

e. Bidang Pembinaan Hubungan Industrial dan pengawasan
Tenaga Kerja terdiri dari:
1. Seksi Hubungan Industrial dan Syarat Kerja;
2. seksi Pengembangan dan Kelembagaan Ketenagakerjaan;

dan
3. Seksi Pengawasan Ketenagakerjaan.

f. Bidang Pembinaan, penempatan Tenaga Kerya Terdiri dari:
1. Seksi Penempatan Tenaga Kerja;
2. seksi Perluasan dan pengernbangan Tenaga Kerja; dan
3. Seksi Pelatihan dan produktifitas Tenaga kerja.-

g. Bidang Penyiapan, permukiman dan penernpatan
Transmigrasi terdiri dari:
1. Seksi Penyediaan Tanah;
2. Seksi Pembangunan perrnukirnan; dan
3. Seksi Perpindahan dan penempatan.

h. Bidang Pembinaan dan pengembangan Kawasan Transmigrasi
terdiri dari:

l. Seksi Pengembangan Usaha Ekonomi;
2. Seksi Pengembangan Sosial Budaya; dan
3. Seksi Pembinaan peiayanan Transmigrasi.

i. Kdompok Jabatan Fungsionai.

(2) susunan organisasi Dinas sosiai, Tenaga Kerja dan
Transmigrasi sebagaimana dirnaksud pada ayat (r) tercantum
dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidaL terpisahkan
dari Peraturan Daerah ini.



PENJELASAN
ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN
NOMOR 3 TAHUN 2AI2

TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 03 TAHUN 2OO8

TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH

I. PENJELASAN UMUM

Kebijakan dalam penataan kelembagaan Pemerintah, baik pemerintah pusat

ataupun Daerah lebih diarahkan kepada upaya rightsizing yaitu upaya
menl,elenggarakan bjrokrasi Pemerintah 3,ang diarahkan unfuk mengembangkan
Organisasi yang lebih profesionai transparansi, hirarki yang pendek clan
terdesentralisasi kewenangannya, oleh karena itu Organisasi Dinas Daerah
Kabupaten Sarolangun disusun berdasarkan Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten
Sarolangun.

Dalarn rangka mewujudkan Organisasi Perangkat Daerah yang ideal secara
teoritis dan konseptual maka dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 41
Tahun 2OA7 tentang Organisasi Perangkat Daerah, serta berdasarkan analisis
beban kerja terhadap Perangkat Daerah dilakukan Perubahan Organisasi Dinas
Daerah Kabupaten Sarolangun.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Ketentuan 1

Pasal 10
Cukup Jelas

Ketentuan 2
Pasal 1 1

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN NOMOR 3



pasal II
Peraturan Daerah ini murai berraku sejak tanggal diundangkan.Agar setiap orang mengetahuinya, memerint"hku, pr";;;;*rrg^.,
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya daiam LembaranDaerah Kabupaten Sarolangun.

Ditetapkan di Sarolangun
pada tanggal 4 Mei ZAe
BUPATI SAROLAIVGUiV,

ttd.

CEK ENDRA

Diundangkan di Sarolangun
pad.a tanggal 4 Mei Ztt.t2

SEKRETARIS DAERAH
KAB UPA TEN SqROLAIVGU]V,

ttd.

MUHAMMAD BASYARI

LEMBARAN DAERAH KABUPA?EN SAROLANGUN TAHUN 2012 NOMOR S
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